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ABSTRAKSI 

Nama   : Annisa’ Al Sakinata 

NIM   : 202110110311156 

Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TENTANG 

PERUBAHAN KETENTUAN JANGKA WAKTU 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN 

Pembimbing  : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H,.M.Si., M.Hum.  

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengalami 

perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan dihapuskannya batasan 

waktu maksimal yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum 

bagi pekerja karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai durasi PKWT. 

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan No. 168/PUU-XXI/2023 

yang meninjau kembali ketentuan ini. Penelitian ini membahas mengenai 

Pertama, mengenai dasar pertimbangan hukum putusan hakim Mahkamah 

Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 tentang perubahan ketentuan jangka waktu 

perjanjian kerja waktu tertentu. Kedua, mengenai putusan hakim Mahkamah 

Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 tentang perubahan ketentuan jangka waktu 

perjanjian kerja waktu tertentu ditinjau dari prinsip keadilan. Metode yang 

digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan dan 

dianalisis secara deskriptif untuk memahami implikasi hukum dari putusan 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai 

pendelegasian pengaturan jangka waktu PKWT dari undang-undang ke Peraturan 

Pemerintah (PP) dengan batas maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan, sah 

secara formal. Namun, pendelegasian ini berpotensi mengurangi perlindungan 

pekerja karena PP dibuat tanpa melibatkan perwakilan pekerja dan kurang 

transparan. Ketentuan ini lebih menguntungkan pemberi kerja dan bertentangan 

dengan teori keadilan John Rawls, khususnya Prinsip Perbedaan (Difference 

Principle), yang menekankan perlindungan bagi kelompok rentan. Penelitian ini 

merekomendasikan agar pengaturan PKWT dimasukkan ke dalam undang-

undang, bukan hanya dalam PP, demi menjamin kepastian hukum, keadilan, serta 

perlindungan bagi pekerja. Pengawasan terhadap implementasi aturan ini juga 

perlu diperkuat agar sesuai dengan prinsip keadilan dan asas keterbukaan. 

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT), Prinsip Keadilan. 
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ABSTRACT 

Nama   : Annisa’ Al Sakinata 

NIM   : 202110110311156 

Judul Penelitian : ANALYSIS OF THE DECISION OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 168/PUU-

XXI/2023 CONCERNING CHANGES IN THE TERM 

OF A SPECIFIC TIME WORK AGREEMENT IN 

TERMS OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE 

Pembimbing  : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H,.M.Si., M.Hum.  

2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

The duration of Fixed-Term Employment Agreements has changed in the 

Job Creation Law with the elimination of the maximum time limit previously 

stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This change creates 

legal uncertainty for workers because there is no clear limit on the duration of 

PKWT. The Constitutional Court then issued decision No. 168/PUU-XXI/2023 

which reviewed this provision. This study discusses first, about the legal reasoning 

of the Constitutional Court judge's decision No. 168/PUU-XXI/2023 regarding 

changes in the term of a fixed-term employment agreement. Second, about the 

decision of the Constitutional Court judge No. 168/PUU-XXI/2023 concerning 

changes in the provisions of the term of a specific time work agreement is 

reviewed from the principle of justice. The method used is juridical-normative 

with a statutory and conceptual approach. This research uses primary, secondary, 

and tertiary legal materials. Using library law collection techniques and analyzed 

descriptively to understand the legal implications of the decision. The results of 

the research show that the Constitutional Court considers the delegation of the 

regulation of the Fixed-Term Employment Agreements period from the law to 

Government Regulations with a maximum limit of 5 years, including extensions, 

to be formally valid. However, this delegation has the potential to reduce worker 

protection because the Government Regulations was made without involving 

worker representatives and lacks transparency. This provision favors employers 

and contradicts John Rawls' theory of justice, particularly the Difference 

Principle, which emphasizes protection for vulnerable groups. This research 

recommends that the regulation of non-permanent contracts be included in the 

law, not just in the Government Regulations, to ensure legal certainty, justice, and 

protection for workers. Supervision of the implementation of this regulation also 

needs to be strengthened in order to comply with the principles of justice and 

transparency. 

Keywords Constitutional Court Decision, Fixed-Term Employment Agreement, 

Principle of Justice. 
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